BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, proses desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dan mempengaruhi
kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya
sendiri. Tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan
efisien, juga menciptakan pola hubungan yang harmonis antar pemerintah daerah,
dan juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.!

Maka sudah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah untuk
memenuhi kebutuhan masing-masing daerah. Untuk membiayai semua daerahnya,
setiap daerah harus mampu menghimpun dana sebesar-besarnya untuk
pembangunan. Untuk itu, peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang
sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. 2

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan
memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

! Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009.Y ogyakarta: Andi. hlm 34.
2Ibid, hlm 35.
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Retribusi Daerah, Pada Pasal 1 ayat 10 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pada Pasal 1 ayat
64 Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini
termasuk dalam retribusi jasa umum dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan
pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Maka Pemerintah Daerah harus
benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka
bayarkan kepada pemerintah.

Pembayaran elektronik adalah model pembayaran yang membuat transaksi
pembayaran menjadi mudah dan nyaman. Pengguna tidak harus bertemu, cukup
melakukan transaksi secara online melalui internet. Dengan adanya pembayaran secara
elektronik yang dapat memudahkan untuk melakukan suatu pembayaran maka
Pemerintah daerah kota Padang juga menerapkan teknologi tersebut kedalam pembayaran
retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik.

Agar bisa terlaksananya pembayaran elektronik tersebut maka harus didukung
juga oleh smartphone yang diakses menggunakan jaringan internet. Seiring waktu, ponsel

telah menjadi kebutuhan primer karena orang sangat bergantung pada komunikasi..
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Perkembangan smartphone menjadi semakin populer karena fungsinya yang
banyak. Fungsi smartphone pada dasarnya adalah untuk berkomunikasi dengan kerabat
dan teman yang jauh. Beberapa pekerjaan menjadi ringan dan nyaman saat memiliki
smartphone, seperti mencari informasi terkait pekerjaan, pengusaha juga sangat terbantu
ketika dapat mempromosikan, menjual secara online dan bertransaksi melalui jejaring
sosial yang dapat diakses melalui smartphone menggunakan internet.

Pasar adalah Merupakan sarana untuk melihat hubungan timbal balik antara
pedagang dan pembeli untuk memperoleh barang dan jasa dengan mendapat imbalan
yang menggunanakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar bervariasi dalam
ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta
jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi
antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu,
sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang
diperdagangkan.’

Salah satu aturan yang mengatur tentang retribusi pasar yang di pungut secara
elektronik ini yaitu Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara
pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara
elektronik.

Menurut Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara
pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara

elektronik, Pada Pasal 3tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

56.

3 Belshaw, Cyril S., 1981. TukarMenukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern, IKAPI, Jakarta . hlm
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5.

6.

. meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi

pelayananpasar,

menimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi;

. pelaporan yang dapat di akses secara tepat waktu (realtime) dan

dapatdipertanggungjawabkan (akuntabel);

pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan
aman;

mendapat informasi yang transparan dalam bertransaksi; dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara

pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara

elektronik, Pada Pasal 4 ayat 2 Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar secara elektronik

hanya dilaksanakan di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
Tabel 1
Pasar Yang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
No. Nama Pasar Lokasi

1. | Pasar Raya Padang Kampung Jao (atau Kampung Jawa), Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang.

2. | Pasar Belimbing JI. Pepaya Raya, Kuranji, Kecamatan Kuranji,
Kota Padang.

3. | Pasar Nanggalo J1. Raya Siteba No.18,Surau Gadang,
Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

4. | Pasar Tanah Kongsi JI. Kelenteng, Kp. Pd., Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang.
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5. | Pasar Lubuk Buaya JI. Adinegoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang

6. | Pasar Ulak Karang JI. S. Parman No.183, Ulak Karang,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

JI. Teuku Umar, JI. Raya Ampang No.Kel,
Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang,

7. | Pasar Alai

8. | Pasar Simpang Haru, Jalan Pasar Simpang Haru, Simpang Haru,
Padang, Kota Padang,

9. | Pasar Bandar Buat Jalan Raya Padang Indarung, Kecamatan
Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Sumber: Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang
dikelola oleh dinas perdagangan Kota Padang secara elektronik, Pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan tabel diatas penulis mengambil tiga dari Sembilan pasar yang akan
diteliti yaitu Pasar Nanggalo, Pasar Lubuk Buaya, dan Pasar Raya, Pasar Raya merupakan
pusat dari perdagangan di Kota Padang yang terletak di Kampung Jao (atau Kampung
Jawa), Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Karena merupakan pusat dari
perdagangan di Kota Padang, dan juga kebutuhan barang yang lengkap baik dari bahan
pokok atau primer, sekunder, maupun tersier sehingga pasar raya selalu ramai di kunjungi
oleh masyarakat di Kota Padang.

Pasar Nanggalo adalah pasar tradisional di Kota Padang yang berlokasi di JI.
Raya Siteba No.18,Surau Gadang, Kec.Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Pasar
Nanggalo adalah salah satu pasar dengan harga barang yang dapat bersaing, serta jenis
kebutuhan barang yang lengkap, membuat Pasar Nanggalo ramai dikunjungi pedagang

dan pembeli. Barang-barang yang dijual di Pasar Nanggalo tidak hanya terdiri dari
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barang-barang primer atau kebutuhan pokok seperti sembako, buah-buahan tetapi juga
kebutuhan sekunder seperti pakaian dan alat-alat tulis.

Pasar Lubuk Buaya juga merupakan pasar tradisional yang ramai dikunjungi oleh
masyarakat di Kota Padang terutama masyarakat yang tinggal di kecamata Koto Tangah,
Pasar Lubuk Buaya berlokasi di JI. Adinegoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang, Pasar Lubuk Buaya juga merupakan pasar yang banyak menjual berbagai
kebutuhan baik dari kebutuhan primer, maupun kebutuhan sekunder. Pasar lubuk buaya
mempunyai ciri khas yaitu adanya pedagang yang menjual buah yang berjejer dibagian
depan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan peneltian dengan
judul “PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 31
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG SECARA

ELEKTRONIK.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021
tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan
Kota Padang secara elektronik?

2. Apasajakah kendala-kendala Dinas Perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata cara pemungutan
retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik?

3. Apasajakah upaya-upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi kendala

dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang tata
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cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang

secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun
2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas
Perdagangan Kota Padang secara elektronik.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan Dinas Perdagangan Kota
Padang dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 tahun 2021
tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan
Kota Padang secara elektronik pemungutan Retribusi pasar secara Elektronik.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam mengatasi
kendala dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021
tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan

Kota Padang secara elektronik.

D. Metode Penelitian
Untuk mengetahui jawaban dari pembahasan yang di atas, diperlukan suatu metode
agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Metode atau lebih sering

disebut metodologi penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian
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Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis
(empiris-legal reseach), ialah pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan
dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan berkaitan dengan prakteknya di
lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai antara peraturan yang

berlaku dengan yang terjadi di lapangan.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau
menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian
deskriptif ialah penelitian tentang data suatu keadaan atau gejala-gejala social yang
berkembang di dalam masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh bentuk keadaan secara menyeluruh lengkap dan sistematis tentang objek

yang akan diteliti.

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.’
melakukan penelitian turun langsung kelapangan yaitu di Pasar Raya, Pasar
Nanggalo, dan Pasar Lubuk Buaya Kota Padang, dalam mengumpulkan dan
mendapatkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
Data primer di peroleh dari hasil wawancara di Pasar Nanggalo Kota Padang,

dengan pejabat terkait yang berwenang di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

* Azwar. 2014. Metode Penelitian: Pustaka Belajar. Yogyakarta, him 45.
> Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.
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Pasar Nanggalo dan dengan pejabat terkait yang berwenang di Dinas
Perdagangan Kota Padang.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang berisi berupa data yang diperoleh dari
bahan-bahan kepustakaan yang terdiri atas:®
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan
hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan
perundang-undang, seperti:
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
c) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Oleh Dinas Perdagangan Kota
Padang Secara Elektronik
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian, makalah dan/atau jurnal hukum.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang
merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di

8Ibid, him 110.
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contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks

komulatif dan seterusnya.’

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara
dengan si pejawab atau respnden dengan menggunakan alat yang dinamakan
Interview Guide (Panduan Wawancara).® Wawancara dilakukan secara semi struktur
yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat
dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan
permasalahannya.
Wawancara kepada:
1. Ibu Yani selaku staff Dinas Perdagangan
2. Bapak Efrizal selaku Kepala UPTD Pasar Raya
3. Bapak Angga Liberdo selaku Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya
4. Bapak Kasmir selaku Kepala UPTD Pasar Nanggalo
5. Bapak Anton selaku Pedagang di Pasar Raya
6. Ibu Nurlela selaku Pedagang di pasar Nanggalo

7. Bapak Dedi selaku Pedagang di pasar lubuk buaya

b. Studi Dokumen

7 Jhonny Ibrahim,2005, Teori dan metode penelitian hukum normative, Bayumedia Publishing, Malang.
hlm 296.
8 Moh.Nazir, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.
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Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan
mempelajari peraturan perundang-undang, buku-buku, atau literature dan artikel
ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalah yang akan dibahas oleh

penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu
dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan
didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan

permasalahan. °

® Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, him 72.
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